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Institusi legislatif adalah lembaga yang sangat-penting dalam sebuah sistern politk di
sebuah negara, khususnya di negara yang menjalankan sistem politik demokrasi, karena salah
satu fungsi dari lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekulif. Selain
itu; lembaga legislatif juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi yang lebih prinsipil, yaitu to
legisiate alias membuat undang-undang, Darmawan, (2003:73).

Buku ini ‘berisi hal-hal yang fundamental tetang urgensi analisis' kebijakan, model
pembuatan kebijakan, hasil kebjjakan dan model implementasi kebijakan seria pastisipasi
masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, eksistensi Badan Legislasi
Daerah atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan dewan
sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta peran aktor institusi perumus kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah (eksekutif) dan
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dalam proses pembentukan peraturan daerah.
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BAB
PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep
kedaulatan sangat menentukan untuk dijadikan sebagai parameter.
Dalam sistem tersebut dinyatakan bahwa tidak ada kekuasaan
mutlak dan semua keputusan politik harus mendapatkan
persetujuan dari rakyat secara langsung maupun tidak langsung
melalui sistem perwakilan.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang penting dalam
sebuah sistem politik di sebuah negara, khususnya di negara yang
menjalankan sistem politik demokrasi, karena salah satu fungsi dari
lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan terhadap lembaga
eksekutif. Selain itu, lembaga legislatif juga merupakan lembaga
yang memiliki fungsi yang lebih prinsipil, yaitu to legislate alias
membuat undang-undang, Darmawan, (2003:73).

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun
secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di
daerah kecuali 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi
kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar
negeri, moneter dan fiscal nasional, agama, pertahanan,
keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita
namakan dengan “otonomi daerah”.

Pelimpahan kewenangan itu sekaligus juga memindahkan
fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya
dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era Orde Baru
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ANALISIS
KEBIJAKAN

Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis  kebijakan adalah aktivitas menciptakan
pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.
Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan
kebijakan, analis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja
kebijakan dan program publik.

Menurut Permana (2009: 38) bahwa : Keputusan dan
pembuatan suatu kebijakan publik harus mengakomodasi
tuntutan masyarakat, yang tuntutan tersebut didelegasikan
kepada seseorang atau kelompok dalam model demokrasi
perwakilan”. Selanjutnya dikatakan bahwa pada intinya
keputusan dan pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah
adalah public policy consists of political decisions for implementaing
program to achieve societal goal (Kebijakan publik terdiri dari
keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam
meraih tujuan demi kepentingan masyarakat).

Berbeda dengan Bauer (Dunn, 2003: 1) mengatakan bahwa
“perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana intelektual
melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari
proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses
sosial dapat “diperbaiki”.

Menurut Dunn (Madani, 2011:21), bahwa Proses
pembuatan kebijakan selalu diawali oleh serangkaian kegiatan
yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan
yang lain. Proses tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan
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PEMBUATAN KEPUTUSAN
DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN

A. Pengertian Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan banyak dilakukan di berbagai
macam organisasi. Pembuatan keputusan itu adalah merupakan
salah satu fungsi utama administrasi atau manager organisasi,
termasuk manager organisasi publik. Proses pembuatan
keputusan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Hal
ini telah mengundang banyak para ahli untuk memikirkan cara
atau teknik pembuatan keputusan yang paling baik.

Masalah yang mendapat perhatian dari seseorang atau
kelompok tertentu kemudian dibicarakan dengan orang-orang
lain yang mempunyai kaitan kepentingan yang sama. Proses
tersebut cenderung telah menjadi masalah bersama atau
seringkali dikenal sebagai public problem hingga menjadi public
issue yaitu masalah bersama yang telah menuntut untuk
penyelesaiannya melalui intervensi kebijakan. Proses awal dari
kebijakan publik sesungguhnya ada ketika terjadi silang
pendapat diantara berbagai pelaku kebijakan tentang luas dan
dampak permasalahan yang timbul jika tidak dilakukan
intervensi kebijakan publik. Dan langkah awal inilah yang akan
menjadi bahan utama yang siap direspon oleh aktor kebijakan
dalam fase agenda kebijakan publik.

Menurut Ripley, (1985), bahwa pada umumnya masalah
yang mendesak perhatian seseorang dalam komunitas tertentu
secara langsung merupakan masalah yang berkaitan dengan
kepentingan umum (public interest). Biasanya masalah tersebut
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PERAN DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pengertian Legislasi

Konsep legislasi, merupakan kata kerja dari sifat yang
ditunjukkan oleh legislasi, dengan kata lain struktur/organisasi
yang disebutkan dengan legislatif memuat peran dan tugas
utamanya adalah melakukan segala sesuatunya menjadi sah,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga menjadikan sah peraturan atau undang-undang.

Konsep yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat pada negara demokrasi adalah menyangkut
‘perwakilan politik’. Dalam hal ini diuraikan Arbi Sanit (1985),
bahwa: “Konsep perwakilan politik terdiri dari dua aspek, yaitu
demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan”. Kiranya
dengan hal tersebut maka konsepsi negara demokrasi
menunjukkan bahwa sumber kekuasaan negara adalah rakyat,
oleh karena itu dalam konsep negara demokrasi kekuasaan itu
berada di tangan rakyat.

Posisi legislatif di dalam sistem politik Indonesia yaitu
sebagai badan pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap
jalannya suatu sistem politik. Dalam menjalankan perannya
badan legislatif melakukan rekruitmen politik dan komunikasi
politik. Rekruitmen politik di jalankan badan legislatif dengan
partai politik sedangkan komunikasi politik dijalankan dengan
badan eksekutif guna membahas perumusan kebijakan.

Legislatif merupakan suatu lembaga yang menjadi
sebutan dari DPR/DPRD, subjek yang dimaksudkan adalah
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PENUTUP

Perencanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya
manusia anggota dewan serta tidak tersedianya tenaga ahli alat
kelengkapan yang kompeten. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah belum berjalan secara maksimal. Hal
tersebut disebabkan pembahasan dan pengambilan keputusan
tidak selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Evaluasi fungsi
legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum berjalan secara
efektif disebabkan masih adanya perda sudah lama ditetapkan
tetapi belum ditindaklanjuti melalui peraturan bupati yang luput
dari pengawasan DPRD.

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi DPRD disebabkan
faktor internal dan eksternal, menguatnya peran kepala daerah
(eksekutif) di satu pihak dan melemahnya peran DPRD di pihak
lain dalam proses pengambilan keputusan menyangkut berbagai
kepentingan merupakan salah satu alasan untuk merevisi Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan fungsi
legislasi, DPRD diberikan kewenangan untuk membuat peraturan
daerah di dalam fungsi pelaksanaannya ini dapat digunakan
melalui hak inisitif dan hak amandemen. Dengan harapan
dijalankan fungsi legislasi oleh DPRD, maka kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di
daerahnya.
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